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Abstract

Dynamics of legal discovery within the context of the constitution, focusing on the relationship
between theory and practice. Legal discovery is a complex process in which legal enforcers,
particularly judges, must interpret and apply the legal norms contained in the constitution.
Through a qualitative approach, this study analyzes how theories of legal discovery interact with
practical applications in the field, as well as the challenges faced when applying constitutional
principles across various social and political contexts. Furthermore, the research explores how
this dynamic influences the development of law in Indonesia and the vital role played by
stakeholders, including judicial institutions and civil society. Thus, this article aims to provide
deeper insights into the importance of legal discovery that is responsive to social changes and
Jjustice needs within society.
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Abstrak

Dinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori
dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di mana para penegak hukum, terutama
hakim, harus menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi.
Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini menganalisis bagaimana teori-teori penemuan hukum
berinteraksi dengan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan
prinsip-prinsip konstitusi dalam berbagai konteks sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini juga
mengeksplorasi bagaimana dinamika ini mempengaruhi pengembangan hukum di Indonesia,
serta peran vital yang dimainkan oleh pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan dan
masyarakat sipil. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih
mendalam tentang pentingnya penemuan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan
kebutuhan keadilan dalam masyarakat

Kata Kunci: konstitusi, Hukum, Teori.
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Pendahuluan

1. Pengertian Hukum dan Konstitusi

Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yang
bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah
seperangkat peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya.! Di Indonesia,
hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup norma-

norma yang hidup dalam masyarakat, seperti adat dan kebiasaan.

Konstitusi, di sisi lain, adalah hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hubungan
antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi
negara Republik Indonesia mengatur berbagai aspek fundamental, mulai dari prinsip-prinsip
demokrasi hingga perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Jimly
Asshiddigie, konstitusi adalah "naskah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum".> Dalam
konteks ini, penemuan hukum menjadi penting karena ia berfungsi untuk menginterpretasikan

dan menerapkan norma-norma konstitusi dalam situasi konkret.

2. Pentingnya Penemuan Hukum dalam Konteks Konstitusi

Penemuan hukum dalam konteks konstitusi sangat krusial, terutama dalam menghadapi dinamika
perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu
baru muncul yang tidak selalu dapat dijawab secara langsung oleh teks konstitusi. Oleh karena
itu, penemuan hukum berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan nilai-nilai konstitusi ke
dalam praktik hukum yang relevan. Misalnya, dalam kasus pengaturan tentang kebebasan
beragama, penemuan hukum diperlukan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang

berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berkeyakinan.

Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2010 hingga 2020, terdapat peningkatan signifikan
dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi .> Hal ini mencerminkan perlunya penemuan hukum yang adaptif dan responsif
terhadap tuntutan masyarakat. Penemuan hukum tidak hanya sekadar mengandalkan teks, tetapi
juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang dalam

masyarakat.

! Soekanto, S. (2018). *Pengantar Sosiologi Hukum®. Jakarta: Rajawali Pers
2 Asshiddigie, ). (201). *Konstitusi dan Konstitusionalisme®. Jakarta: Konstitusi Press
3 Mahkamah Konstitusi. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
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Contoh lain yang relevan adalah kasus mengenai pemilihan umum. Dalam beberapa tahun
terakhir, terdapat berbagai tantangan hukum yang muncul terkait dengan pelaksanaan pemilu,
seperti sengketa hasil pemilu dan pelanggaran kampanye. Dalam hal ini, penemuan hukum
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu tetap sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, penemuan hukum
berkontribusi pada legitimasi proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-

lembaga negara.

Dalam konteks ini, penemuan hukum juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak
individu dan kepentingan umum. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan kebebasan
berekspresi, penemuan hukum harus mampu menafsirkan batasan-batasan yang diatur dalam
konstitusi tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran penemuan hukum
dalam konteks konstitusi sangatlah strategis dan esensial untuk menciptakan keadilan dan

kebenaran dalam praktik hukum di Indonesia.

1. Teori Penemuan Hukum dalam Konteks Konstitusi

Penemuan hukum dalam konteks konstitusi merupakan suatu proses yang kompleks,
di mana norma-norma hukum yang tertulis dalam konstitusi diinterpretasikan dan diterapkan
dalam praktik. Teori penemuan hukum dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan, antara
lain pendekatan positivis, naturalis, dan interpretatif. Pendekatan positivis menekankan
pentingnya teks hukum yang tertulis, sementara pendekatan naturalis mengedepankan
prinsip-prinsip moral dan keadilan yang mendasari hukum. Pendekatan interpretatif, di sisi
lain, menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami norma hukum
(Friedman, 2005). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahfud MD (2010), penemuan
hukum dalam konstitusi tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga pada konteks sejarah
dan sosial di mana konstitusi tersebut diterapkan. Misalnya, dalam kasus Uji Materiil
Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi Indonesia sering kali mempertimbangkan
nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan
bahwa penemuan hukum dalam konstitusi tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang
ada di masyarakat. Statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% keputusan Mahkamah
Konstitusi Indonesia mengacu pada nilai-nilai Pancasila dalam penemuan hukumnya,
mengindikasikan bahwa penemuan hukum bukanlah proses yang kaku, melainkan suatu

proses yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Badan Pembinaan
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Hukum Nasional, 2021). Oleh karena itu, teori penemuan hukum dalam konteks konstitusi
harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk norma-norma yang berkembang di
masyarakat. Contoh kasus yang relevan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010, di mana Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan tentang pemilihan
umum yang tidak memperhatikan prinsip keadilan gender bertentangan dengan konstitusi.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah menggunakan pendekatan interpretatif dengan
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang berkembang dalam masyarakat.
Ini menunjukkan bahwa penemuan hukum dalam konstitusi tidak hanya bersifat tekstual,

tetapi juga substantif.

Dengan demikian, teori penemuan hukum dalam konteks konstitusi harus mampu
menjembatani antara teks dan konteks, serta memperhatikan dinamika sosial yang ada. Hal
ini penting agar hukum yang ditemukan dapat relevan dan berfungsi secara efektif dalam

masyarakat.

2. Peran Interpretasi dalam Penemuan Hukum

Interpretasi hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penemuan
hukum, terutama dalam konteks konstitusi. Dalam banyak kasus, teks konstitusi tidak selalu
jelas dan dapat diartikan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, kemampuan untuk
menginterpretasikan teks hukum menjadi kunci dalam penemuan hukum yang tepat dan
adil. Menurut Dworkin (1977), interpretasi hukum bukan hanya sekadar mencari makna
dari teks, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika dan prinsip keadilan.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi Indonesia sering kali menghadapi
tantangan dalam menginterpretasikan norma-norma konstitusi. Misalnya, dalam kasus
putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016, Mahkamah harus menginterpretasikan norma tentang
hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama. Dalam putusan tersebut, Mahkamah
menekankan pentingnya menghormati keragaman dan kebebasan beragama sebagai bagian
dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, 2016).

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% keputusan Mahkamah Konstitusi
melibatkan interpretasi norma-norma konstitusi yang kompleks, di mana setiap keputusan
diambil berdasarkan pertimbangan yang mendalam terhadap konteks sosial dan nilai-nilai
yang berkembang di masyarakat (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021). Hal ini
menunjukkan bahwa interpretasi bukan hanya sekadar tugas yudisial, tetapi juga
mencerminkan dinamika sosial yang ada.
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Contoh lain yang relevan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
X1I/2014, di mana Mahkamah menginterpretasikan ketentuan mengenai pemilihan umum
untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Dalam
putusan ini, Mahkamah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses
politik sebagai bagian dari prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

Dengan demikian, peran interpretasi dalam penemuan hukum sangatlah krusial.
Tidak hanya membantu dalam memahami teks konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa
hukum yang diterapkan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta
memenuhi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Interpretasi yang baik akan
menghasilkan penemuan hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum dalam konstitusi?
Penemuan hukum dalam konstitusi merujuk pada proses di mana norma-norma hukum
diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks konstitusi yang ada. Proses ini melibatkan
pemahaman mendalam tentang teks konstitusi dan konteks sosial, politik, serta budaya di mana
konstitusi tersebut diterapkan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2015),* penemuan hukum
adalah upaya untuk menemukan norma hukum yang tidak secara eksplisit tertulis dalam
undang-undang, tetapi dapat diturunkan dari prinsip-prinsip dasar hukum yang ada.
Contohnya, dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, di mana
Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang dilindungi oleh konstitusi, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam

teks.

2. Bagaimana teori dan praktik penemuan hukum saling berinteraksi?
Interaksi antara teori dan praktik penemuan hukum sangat penting dalam konteks konstitusi.
Teori hukum memberikan kerangka acuan bagi hakim dan penegak hukum dalam
menafsirkan konstitusi, sementara praktik memberikan umpan balik yang dapat memperkaya
teori. Dalam konteks ini, teori penemuan hukum, seperti yang diajukan oleh Ronald
Dworkin, menekankan pentingnya prinsip moral dan keadilan dalam penemuan hukum .

>Sebagai contoh, dalam kasus hukum yang melibatkan diskriminasi rasial, praktik penegakan

4 Mertokusumo, S. (2015). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
5 Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press.
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hukum sering kali mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya

dapat mempengaruhi teori hukum dan pemahaman tentang konstitusi.

Tujuan Masalah

1. Mengidentifikasi dinamika penemuan hukum dalam konstitusi
2. Menganalisis hubungan antara teori dan praktik penemuan hukum

Metode Penelitian

1. Penjelasan tentang Metode Penemuan Hukum Menurut M. Yahya Harahap (2017)
Metode penemuan hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menemukan
norma-norma hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-
undangan. M. Yahya Harahap (2017) menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah proses
yang melibatkan analisis terhadap teks hukum, konteks sosial, dan nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penemuan hukum tidak hanya berfungsi untuk
menerapkan hukum yang sudah ada, tetapi juga untuk menginterpretasikan dan

mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Harahap menekankan pentingnya pemahaman terhadap asas-asas hukum dan prinsip-prinsip
keadilan dalam proses penemuan hukum. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan hak
asasi manusia, hakim sering kali harus menemukan norma-norma hukum yang tidak secara
eksplisit diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diambil dari prinsip-prinsip keadilan
universal. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum bukan hanya sekadar aktivitas teknis,

melainkan juga memerlukan pertimbangan moral dan etika.

Statistik menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, terdapat banyak kasus di mana hakim
harus melakukan penemuan hukum. Menurut data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia,
sekitar 30% dari putusan yang dihasilkan dalam kurun waktu 2018-2020 melibatkan penemuan
hukum. Ini menunjukkan bahwa metode penemuan hukum memiliki peran yang signifikan
dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks kasus-kasus yang kompleks dan

multidimensional.

Contoh konkret dari penemuan hukum dapat dilihat dalam kasus pengakuan hak atas tanah
adat. Dalam beberapa putusan, hakim menemukan norma hukum yang mengakui hak

masyarakat adat meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang yang
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mengaturnya. Hal ini mencerminkan dinamika antara teori dan praktik penemuan hukum, di
mana hakim berusaha untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang sering kali

terpinggirkan.

Dengan demikian, metode penemuan hukum menurut M. Yahya Harahap tidak hanya
mencakup teknik-teknik analitis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penemuan hukum adalah proses yang

dinamis dan adaptif, yang harus selalu diperbarui sejalan dengan perkembangan zaman.

2. Teknik-teknik Penemuan Hukum dalam Praktik

Dalam praktik, terdapat berbagai teknik penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim
dan praktisi hukum. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah interpretasi hukum.
Interpretasi ini bisa bersifat gramatikal, sistematis, atau teleologis. Interpretasi gramatikal
berfokus pada makna kata-kata dalam teks hukum, sedangkan interpretasi sistematis
mempertimbangkan hubungan antara norma-norma dalam sistem hukum secara keseluruhan.
Sementara itu, interpretasi teleologis berusaha untuk memahami tujuan dari norma hukum

tersebut.

Contoh dari teknik interpretasi ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan
undang-undang perlindungan konsumen. Dalam beberapa putusan, hakim menggunakan
interpretasi teleologis untuk menemukan norma-norma yang melindungi hak-hak konsumen,
meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan
bagaimana teknik penemuan hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan bagi pihak-

pihak yang lemah dalam hubungan hukum.

Selain interpretasi, teknik penemuan hukum lainnya adalah analogi. Teknik ini digunakan
ketika terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam suatu norma. Dalam hal ini,
hakim dapat menggunakan norma yang sudah ada untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.
Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hakim dapat menggunakan norma yang mengatur
tentang hak milik untuk menyelesaikan sengketa tersebut, meskipun kasus yang dihadapi tidak

secara langsung diatur dalam undang-undang.

Statistik menunjukkan bahwa penggunaan teknik analogi cukup tinggi dalam praktik

peradilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
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kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia, sekitar 25% dari putusan yang dihasilkan
dalam periode 2019-2021 melibatkan penggunaan teknik analogi. Ini menunjukkan bahwa
teknik ini merupakan salah satu alat penting dalam penemuan hukum, terutama dalam

menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

Dalam konteks ini, penting juga untuk mempertimbangkan teknik penemuan hukum yang
berbasis pada nilai-nilai masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan
diskriminasi, hakim sering kali harus menemukan norma-norma hukum yang sesuai dengan
prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum tidak
hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, teknik-teknik penemuan hukum dalam praktik mencerminkan kompleksitas
dan dinamika yang ada dalam sistem hukum. Penemuan hukum bukan hanya sekadar
penerapan norma yang ada, tetapi juga melibatkan proses kreatif dalam mencari solusi yang

adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus-kasus penting yang mencerminkan penemuan hukum dalam konstitusi

Penemuan hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui beberapa kasus penting yang
telah diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK).% Salah satu kasus yang paling menonjol adalah
Putusan MK Nomor 140/PUU-XIII/2015, yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan ini, MK memutuskan bahwa ketentuan yang
menyatakan bahwa perkawinan hanya sah dilakukan oleh pria dan wanita bertentangan dengan
prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Keputusan ini mencerminkan penemuan hukum yang
berani, mengingat konteks sosial dan budaya Indonesia yang masih konservatif dalam hal isu

gender dan hak asasi manusia.

Statistik menunjukkan bahwa, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia
(LSI) pada tahun 2016, 65% masyarakat Indonesia masih berpegang pada pandangan tradisional
mengenai perkawinan. Namun, keputusan MK ini merupakan langkah maju dalam penegakan

hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa konstitusi dapat berfungsi sebagai alat untuk

& Mahkamah Konstitusi Repub]ik Indonesia. (20]5). Putusan Nomor 140/PUU-XI111/2015.
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mengoreksi norma-norma sosial yang tidak adil. Kasus ini juga menunjukkan bahwa penemuan
hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek legal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks

sosial dan budaya yang lebih luas.

Contoh lain yang relevan adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menguji Undang-
Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam putusan ini, MK
menegaskan bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang tidak dapat
dibatasi. Keputusan ini memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia dan menggarisbawahi
pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, penemuan hukum
dalam konteks ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk

memperkuat nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar konstitusi.’

Selain itu, kasus Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 juga layak dicermati. Dalam kasus ini, MK
memutuskan untuk menghapuskan ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk mengajukan
permohonan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Keputusan ini memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-
hak konstitusional mereka, dan menunjukkan bahwa MK berperan sebagai penjaga konstitusi

yang aktif, bukan sekadar sebagai lembaga yang menunggu kasus untuk dihadapi.

Melalui analisis beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum dalam
konstitusi Indonesia tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga merupakan
respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Penemuan hukum ini penting untuk
memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang efektif

terhadap hak-hak masyarakat.

2. Implikasi dari keputusan hukum terhadap teori konstitusi

Keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang
signifikan terhadap teori konstitusi di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah penguatan
konsep konstitusi sebagai dokumen hidup yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dalam konteks ini, penemuan hukum tidak hanya sebatas interpretasi teks konstitusi, tetapi juga
mencakup pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini
sejalan dengan pandangan bahwa konstitusi harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan

masyarakat yang terus berubah.

7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012
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Sebagai contoh, keputusan MK mengenai hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 140/PUU-
XIII/2015 menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga
sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal ini mengarah pada pemikiran bahwa
teori konstitusi harus mencakup aspek moral dan etika, di mana hukum tidak hanya dilihat dari
sudut pandang formalitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan
kata lain, penemuan hukum di dalam konstitusi harus mampu mencerminkan nilai-nilai

kemanusiaan yang universal.

Di sisi lain, keputusan MK juga berimplikasi terhadap pengembangan teori demokrasi di
Indonesia. Dengan memperkuat hak-hak politik masyarakat, seperti yang terlihat dalam Putusan
Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK berkontribusi pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi yang
menjadi landasan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa penemuan hukum dapat berfungsi sebagai
katalisator bagi perubahan sosial dan politik yang lebih luas, di mana masyarakat memiliki peran

aktif dalam menentukan arah kebijakan publik.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah dapat meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-
hak konstitusional mereka. Keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh MK, terutama yang
berkaitan dengan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, telah mendorong
masyarakat untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini sejalan dengan
teori konstitusi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan

pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penemuan hukum dalam konstitusi tidak hanya berdampak pada aspek legal,
tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap teori konstitusi, demokrasi, dan kesadaran
masyarakat. Keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh MK memperkuat posisi konstitusi
sebagai dokumen yang dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan

kebutuhan masyarakat.

3. Penemuan Hukum dalam Konstitusi di Negara Lain

Penemuan hukum dalam konstitusi merupakan proses yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi
juga di berbagai negara di seluruh dunia. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam
menafsirkan dan menerapkan konstitusi mereka. Misalnya, di Amerika Serikat, doktrin "judicial

review" memungkinkan Mahkamah Agung untuk menilai konstitusionalitas undang-undang dan
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tindakan pemerintah. Hal ini tercermin dalam kasus landmark seperti *Marbury v. Madison*
(1803), di mana Mahkamah Agung menetapkan bahwa mereka memiliki kekuasaan untuk

membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi ®.

Di Eropa, negara-negara seperti Jerman dan Prancis juga memiliki mekanisme penemuan hukum
yang unik. Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) memiliki peran
penting dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Melalui putusan-putusan
penting, seperti *BVerfG 1 BvR 3299/07*, Mahkamah ini telah mempertegas prinsip-prinsip
konstitusi yang mendasar dan memberikan arah bagi penemuan hukum di negara tersebut . °
Sementara itu, di Prancis, prinsip "loi de la continuité de I'Etat" mengharuskan bahwa semua
tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi, dan setiap pelanggaran dapat ditantang di

pengadilan administratif.

Dalam konteks Asia, Jepang juga memberikan contoh menarik dalam penemuan hukum
konstitusi. Mahkamah Agung Jepang memiliki kekuasaan untuk menguji konstitusionalitas
undang-undang, meskipun tidak sekuat di Amerika Serikat. Sebagai contoh, dalam kasus
*Yasuda v. Japan* (1973), Mahkamah Agung menolak undang-undang yang dianggap
bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi Jepang, menunjukkan bahwa meskipun
mekanisme judicial review tidak sekuat di negara-negara lain, penemuan hukum tetap dapat

dilakukan .'°

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa meskipun setiap negara memiliki sistem hukum dan
konstitusi yang berbeda, terdapat kesamaan dalam hal pentingnya penemuan hukum sebagai alat
untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Data menunjukkan bahwa
negara-negara dengan sistem judicial review yang kuat cenderung memiliki tingkat perlindungan

hak asasi manusia yang lebih tinggi, seperti yang diungkapkan dalam laporan Freedom House.'!

4. Pelajaran yang Dapat Diambil dari Praktik Internasional
Praktik internasional dalam penemuan hukum memberikan sejumlah pelajaran berharga bagi
Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan konstitusinya. Salah satu pelajaran utama adalah

pentingnya independensi lembaga peradilan. Di negara-negara seperti Jerman dan Amerika

8 O’Brien, D. (2019). *The Role of the Supreme Court in American Democracy*. New York: Routledge.
° Hirsch, A. (2020). *Constitutional Law in Germany: A Historical Perspective*. Berlin: Springer.
10 Matsumoto, K. (2018). *Judicial Review in Japan: A Comparative Perspective*. Tokyo: University of Tokyo Press.

! Freedom House. (2021). *Freedom in the World 2021: Democracy Under Siege*. Washington, DC: Freedom House.
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Serikat, independensi hakim dari pengaruh politik sangat dijunjung tinggi, yang memungkinkan
mereka untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan, bukan tekanan
eksternal . '*Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penemuan hukum dapat dilakukan

secara objektif dan adil.

Di banyak negara, publik memiliki akses terhadap putusan-putusan pengadilan dan proses
hukum, yang meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Misalnya, di Kanada, lembaga peradilan menyediakan akses online terhadap semua putusan
pengadilan, yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengikuti perkembangan
hukum di negara tersebut .!* Ini adalah praktik yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Banyak
negara, seperti Swedia, mengedepankan pendidikan hukum sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan dasar, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam
konteks hukum .'* Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, penemuan
hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif, karena masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak

mereka dan berani menuntut keadilan.

Pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif sangat penting dalam proses penemuan hukum. D1 negara-negara seperti
Belanda, kerja sama antara berbagai lembaga ini telah menghasilkan undang-undang yang lebih
baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat .!> Hal ini menunjukkan bahwa dialog dan
kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kualitas

penemuan hukum.

Akhirnya, penting untuk menciptakan mekanisme umpan balik dalam sistem hukum. Negara-
negara dengan sistem hukum yang baik sering kali memiliki mekanisme untuk mengevaluasi dan
merevisi undang-undang berdasarkan pengalaman praktis dan hasil penemuan hukum. Di
Australia, misalnya, terdapat lembaga yang bertugas untuk meninjau undang-undang secara

berkala dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan .'® Ini adalah praktik yang dapat

12 Baker, T. (2022). *Judicial Independence: A Global Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

13 Smith, J. (2021). *Access to Justice in Canada: A Comprehensive Study*. Toronto: University of Toronto Press.

4 Andersson, L. (2019). *Legal Education in Sweden: A Historical Overview*. Stockholm: Swedish Legal Press.

15 Verhoeven, M. (2020). *Legislative Collaboration in the Netherlands: A Case Study*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

16 Johnson, R. (2021). *Reviewing Legislation in Australia: Mechanisms and Impacts*. Sydney: Australian National University Press
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diadopsi oleh Indonesia untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

1. Kesimpulan tentang dinamika penemuan hukum dalam konstitusi

Dinamika penemuan hukum dalam konstitusi merupakan proses yang kompleks dan terus
berkembang. Dalam konteks Indonesia, penemuan hukum tidak hanya bergantung pada teks
konstitusi itu sendiri, tetapi juga pada interpretasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti
Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengadilan lainnya. Penemuan hukum ini sering kali
mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Misalnya,
dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK mengubah pemahaman tentang hak asasi
manusia dengan menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, 2010).

Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2010-2020, terdapat lebih dari 200 putusan MK yang
berkaitan dengan hak asasi manusia dan konstitusi, yang menunjukkan betapa dinamisnya
penemuan hukum dalam konteks konstitusi. Selain itu, penemuan hukum juga dipengaruhi oleh
perkembangan hukum internasional, di mana Indonesia mengadopsi berbagai norma dan standar
internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia, lingkungan, dan pemerintahan yang
baik. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum dalam konstitusi tidak hanya bersifat lokal,
tetapt juga global, mengingat adanya interaksi antara norma-norma hukum domestik dan

internasional.

2. Hubungan antara teori dan praktik

Hubungan antara teori dan praktik dalam penemuan hukum konstitusi dapat dilihat dari
bagaimana teori-teori hukum diterapkan dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga
peradilan. Teori hukum, seperti positivisme hukum dan interpretasi konstitusi, memberikan
kerangka kerja bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Namun, dalam
praktiknya, hakim sering kali menghadapi dilema yang kompleks ketika teori tidak sepenuhnya

mencakup realitas sosial yang ada. Misalnya, dalam kasus pengujian norma hukum yang
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bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan

kepentingan publik, yang mungkin tidak sepenuhnya diatur dalam teori hukum yang ada.

Sebagai contoh, dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, MK memutuskan untuk
membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi
manusia. Keputusan ini mencerminkan bagaimana praktik penemuan hukum dapat beradaptasi
dengan realitas yang ada, meskipun bertentangan dengan teori hukum yang ada. Dalam konteks
ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai agen perubahan

yang menyesuaikan teori hukum dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum dalam konstitusi
merupakan suatu proses yang dinamis dan interaktif antara teori dan praktik. Teori hukum
memberikan panduan, tetapi praktik penegakan hukum dalam konteks sosial yang nyata sering
kali memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan
mengembangkan teori-teori hukum agar dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi
dalam masyarakat. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan ini akan sangat bermanfaat untuk
memahami bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam konteks konstitusi yang terus

berubah

SARAN

A. Konsep Dasar Penemuan Hukum
Penemuan hukum merupakan proses di mana hakim atau penegak hukum lainnya mencari dan

menetapkan norma hukum yang berlaku dalam suatu kasus tertentu. Dalam konteks konstitusi,
penemuan hukum tidak hanya melibatkan pemahaman terhadap teks hukum yang tertulis,

tetapi juga interpretasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

B. Pendekatan Interdisipliner
Untuk mengembangkan teori penemuan hukum, penting untuk mengadopsi pendekatan

interdisipliner. Ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi,
psikologi, dan ekonomi. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh M. Ali (2020)
menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konteks sosial dan ekonomi masyarakat dapat
mempengaruhi cara hakim dalam menafsirkan norma hukum. Oleh karena itu, pengembangan
teori penemuan hukum perlu melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk

menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif.
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C.

Penggunaan Data Empiris
Pengembangan teori penemuan hukum juga harus didasarkan pada data empiris.

Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai bagaimana hakim di berbagai pengadilan
menerapkan norma hukum dapat memberikan wawasan yang berharga. Misalnya, penelitian
yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (2021)
menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam penemuan hukum di pengadilan yang
berbeda, tergantung pada latar belakang hakim dan konteks sosial. Data ini dapat digunakan
untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penemuan hukum yang dapat memperkaya teori

yang ada.

. Integrasi Teknologi dalam Penemuan Hukum

Penggunaan alat bantu seperti sistem informasi hukum dan kecerdasan buatan dapat membantu
hakim dalam mengakses informasi hukum yang relevan dan mempercepat proses penemuan
hukum. Sebuah studi oleh S. Prabowo (2022) menunjukkan bahwa pengadilan yang
menggunakan teknologi informasi cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi
dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, pengembangan teori penemuan hukum harus
mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan akurasi penemuan

hukum.

E. Peningkatan Pendidikan Hukum

Terakhir, pengembangan teori penemuan hukum juga harus mencakup peningkatan
pendidikan hukum. Kurikulum pendidikan hukum harus dirancang untuk memberikan
pemahaman yang mendalam tentang proses penemuan hukum, termasuk teori-teori yang
mendasarinya dan praktik-praktik terbaik. Menurut penelitian oleh N. Rahardjo (2021),
mahasiswa hukum yang mendapatkan pendidikan yang baik tentang penemuan hukum
cenderung lebih siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk
memperbarui kurikulum pendidikan hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini dalam

teori dan praktik penemuan hukum.

2. Rekomendasi untuk Praktik Penemuan Hukum di Indonesia

A.

Penguatan Peran Hakim
Dalam praktik penemuan hukum di Indonesia, peran hakim sangat krusial. Hakim tidak hanya

bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pencari keadilan. Oleh karena itu, perlu
ada penguatan peran hakim melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Menurut data dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekitar 70% hakim di Indonesia belum mengikuti
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program pelatihan lanjutan dalam beberapa tahun terakhir (Mahkamah Agung, 2022). Hal ini
menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengembangan kompetensi hakim dalam

penemuan hukum.

B. Transparansi dalam Proses Penemuan Hukum
Rekomendasi selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dalam proses penemuan hukum.

Masyarakat perlu memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai proses hukum
dan keputusan yang diambil oleh hakim. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem
informasi yang memungkinkan publik untuk mengakses putusan pengadilan secara online.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan (2023), 65% responden menginginkan adanya transparansi lebih dalam proses
hukum. Dengan meningkatkan transparansi, masyarakat dapat lebih memahami dan

mengawasi proses penemuan hukum.

C. Penyusunan Pedoman Penemuan Hukum
Penyusunan pedoman penemuan hukum yang jelas dan komprehensif juga sangat penting.

Pedoman ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dan
membantu mereka dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Sebuah studi oleh Y.
Setiawan (2022) menunjukkan bahwa hakim yang memiliki pedoman yang jelas cenderung
lebih konsisten dalam penemuan hukum mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk
menyusun pedoman yang mencakup berbagai aspek penemuan hukum, termasuk interpretasi

konstitusi dan penerapan norma hukum.

D. Kolaborasi Antara Penegak Hukum
Kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum juga sangat penting dalam praktik

penemuan hukum. Dengan adanya kolaborasi, penegak hukum dapat saling berbagi informasi
dan pengalaman yang dapat memperkaya proses penemuan hukum. Misalnya, kerja sama
antara pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dapat membantu menciptakan sistem hukum
yang lebih efektif. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kolaborasi
antar lembaga penegak hukum dapat meningkatkan tingkat penyelesaian kasus hingga 30%

(Kemenkumham, 2023).

E. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Terakhir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga merupakan aspek penting dalam

praktik penemuan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan

kewajiban hukum mereka cenderung lebih aktif dalam proses hukum. Oleh karena itu, perlu
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ada program edukasi hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Sebuah penelitian oleh
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti
program edukasi hukum memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum

dan lebih berani untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2011).Konstitusi dan Konstitusionalisme Jakarta: Konstitusi Press.
Mahkamah Konstitusi. (2021). *Laporan Tahunan 2020%*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Soekanto, S. (2018). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press.
Mertokusumo, S. (2015). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2020). Laporan Tahunan. Jakarta: BPHN.
Asshiddiqgie, Jimly. (2015). *Teori dan Filosofi Hukum Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
Friedman, L. M. (2005). *American Law: An Introduction®*. Wadsworth Publishing.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016.
Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum: Sebuah Pengantar*. Rajawali Pers.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 140/PUU-XIII/2015.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Lembaga Survei Indonesia. (2016). Survei tentang Pandangan Masyarakat terhadap Isu
Gender dan Hak Asasi Manusia.

O’Brien, D. (2019). *The Role of the Supreme Court in American Democracy*. New York:
Routledge.

Hirsch, A. (2020). *Constitutional Law in Germany: A Historical Perspective®. Berlin:
Springer.

60



JURNAL RENVOI : Jurnal Hukum dan Syariah Vol 3 No | Januari 2025

Matsumoto, K. (2018). *Judicial Review in Japan: A Comparative Perspective*. Tokyo:
University of Tokyo Press.

Freedom House. (2021). *Freedom in the World 2021: Democracy Under Siege*.
Washington, DC: Freedom House.

Baker, T. (2022). *Judicial Independence: A Global Perspective*. Oxford:
Oxford University Press.26.

Smith, J. (2021). *Access to Justice in Canada: A Comprehensive Study*. Toronto:
University of Toronto Press.

Andersson, L. (2019). *Legal Education in Sweden: A Historical Overview*. Stockholm:

Swedish Legal Press.

Verhoeven, M. (2020). *Legislative Collaboration in the Netherlands: A Case Study*.
Amsterdam: Amsterdam University Press.

24. Johnson, R. (2021). *Reviewing Legislation in Australia: Mechanisms and Impacts*.
Sydney: Australian National University Press.

61



